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BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 6y TAHUN 2020

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 avat (1)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Pasaman tentang Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Pasaman;

/1l

Undang-Undang Nomor 12 Tzhun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom  Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);



Me

netapkan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 632, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang
Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri
Sipil Untuk Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 571);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun
2016 Nomor 16);

11. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 57 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyvarakat (Berita Daerah
Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN
DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KABUPATEN PASAMAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

EJI

Daerah adalah Kabupaten Pasaman;
Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman;

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan  Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat adalah Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Kabupaten Pasaman;

Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan,
pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi
jabatan;



10.

Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen vang dilakukan
secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat
efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume
kerja;

Uraian Jabatan adalah cakupan atau paparan informasi
Jjabatan atas jabatan tertentu;

Jabatan Struktural adalah jabatan vang tergambar dalam
struktur organisasi;

Jabatan Non Struktural (Jabatan Pelaksana) adalah jabatan
vang bersifat fasilitatif, artinya menunjang pelaksanaan dan
pencapaian tugas pokok instansi yang bersangkutan;

Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan yvang bersifat
substantif artinya merupakan jabatan teknis sebagai pelaksana
tugas pokok instansi vang bersangkutan.

Pasal 2

(1) Uraian jabatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari
Jabatan Struktural, Jabatan Non Struktural dan Jabatan
Fungsional Tertentu.

(2) Jabatan Non Struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) berada
dibawah Jabatan Struktural terendah dan Jabatan Fungsional
Tertentu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

(3) Jabatan Struktural dan Non Struktural sebagaimana dimaksud
ayat (1) terdiri dari ;

a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
b. Sekretaris Dinas Pemberdavaan Masyarakat

C.

1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari :
a) Analis Tata Usaha;
b) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
¢) Pranata Kearsipan;
d) Pengadministrasi Umum;
€] Pranata Taman;
f) Pengemudi;
g) Petugas Keamanan;
h) Pramu Kebersihan;

2. Kepala Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan,
terdiri dari :
a] Penvusun Laporan Keuangan;
b} Bendahara;
c) Verifikator Keuangan;
d} Pengelola Gaji;
e] Pengadministrasi Keuangan;

Kepala Bidang Pemerintahan Nagari, terdiri dari :
1., Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Nagari,
terdiri dari :
a) Analis Perencanaan;
b} Analis Pembangunan;
c) Pengelola Data;
d] Pengadministrasi Persuratan;



2. Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Nagari, terdiri
dari :
a) Analis Desa dan Kelurahan;
b) Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa;
c] Pengelola Data;
d) Pengadministrasi Pelatihan;
€] Pengadministrasi Pemerintahan;

3. Kepala Seksi Keuangan dan Aset Nagari, terdiri dari :
a) Analis Pengelolaan Keuangan;
b} Penyuluh Pengembangan Aset Daerah;
¢) Pengelola Data,;
d) Petugas Penggandaan;

d. Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat,
terdiri dari :
1. Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Budaya,
terdiri dari :
a) Analis Kelembagaan Masyarakat;
b} Analis Sosial Budaya;
¢} Pengelola Data;
d) Pengadministrasi Persuratan;

2. Kepala Seksi Teknologi Tepat Guna dan Pengembangan
Kawasan Pedesaan, terdiri dari :
a) Analis Prasarana Perkotaan dan Pedesaan;
b) Penyuluh Usaha Mandiri Dan Teknologi Tepat Guna;
c) Pengelola Data;
d) Petugas Penggandaan;

3. Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat,
terdiri dari :
a] Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan;
b) Analis Pemberdayaan Masvarakat;
¢) Pengelola Dats;
d) Pengadministrasi Pelatihan;

(4) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1)
adalah :

a. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Pertama;
b. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda;

Pasal 3

Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam
lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 4
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Pasaman Nomor 83 Tahun 2018 tentang Uraian Jabatan

Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannva dalam Berita Daerah
Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal ¢ September 2020

BUPATI PASAMAN,

YUSUF LUBIS
Diundangkan di Lubuk Sikaping
ida tanggal 35 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,

MARAJ;K

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020 NOMOR By
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN
163,45/ &Y [BUP-PAS/Z020

NOMOR
TANGGAL
TERTANG

2% SEPTEMBER 2020

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERIA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN PASAMAN

MAKA JABATARN

RODE JABATAN

UMIT KERJA

JFT Utama

JPT Madya

JPT Pratama
Admnistrator
Pangawas
Pelaksana

n Jabatan Fungsional

R = - -

IKTISAR JABATAN

KUALIFIKASI JABATAN
a  Pandidikan Formal
b Pendidikan & FPelatihan

¢ Pengalaman Kerja
TUGAS POKOK

IAFORMAS] JABARTAN

kEepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman

Kepaka Dinas Pamberdayaan Masyarakal

Kemimpin, mengkoeordinasikan, merumuskan dan menetapkan bahan kebijakan terkait dibideng Femberdayaan Masyarakal spsuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku

agar tercapal lujuan organisasi.

Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diplama vV

Diklst FIM NI
Memilix pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tabun
JUMLAH WaAKTU WAKTU KEBLTUHAN
MW LRAIAN TUGAS HASIL KERJA HASIL KERJA PENYELESAlIAN  EFEKTIF FPEGAWAI
JAM) 1250
Merumuskan  dan  menetapkan  rencana operaslonal  di|  Dokumen Rencana
. lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakal berdasarkan| Operasional Dinas 12 5 50 0.05
program  ketja organisesl serta  pelunjuk pimpinan sebageai Pemberdayaan :
pedoman pelaksanaan tugas; Masyarakal
Mendislribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Dinas|
2 Pemberdayaan Masyarakal sesuai dengan lugas pokok dan] Dokumen Jadwal dan 1000 05 500 0.40
langgung jewab yang ditelapkan agar tugas yang diberikan] Pembagian Tugas ' :
dapal berjalan afeklif dan efisien;
Memberi petunjuk  pelaksanaan tugas kepada bawahan di Diéskamman Notdarsd
lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan
s peraturan  dan  prosedur yang berfaku agar tidak terjadi b_.m:m_....ﬂm_““mmnmm: oo o8 Rl 082
kezalahan dalam pelaksanaan tugas; 9
Maumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan hubamgan
kerja dengan inslansl dan unit kerja terkait Sekretariat Dinas Dokrrsh L
4 |Pamberdayaan Masyarakat sesuai dengan peraturan  dan K ¢ Emm .wﬂﬂwﬁ 12 5 &0 0.05
katenbuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif eglatan Seire
dan efisien;
Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan hubungan
5 kerja dengan instensi dan und kerja terkait Femerintahan D._u_..._..”.._._uw_._ _um“._“_nm” 10 5 50 0.04
Nagarisesuai-dengan peraturan dan ketentuan yeng berlaku ager| o0 =z=M“_.M.-Im. an - :

pelaksanaan tugas beralan efektif dan efisien;




T HASIL KERJA

8 BAHAM KERJA

9 PERANGKAT KERJA

10 TANGGUNG JAWAER

Memmmuskan dan mengtapkan kebijakan umum dan bubungan
kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Pembangunan dan
FPemberdayaan Masyarskatsesual  dengan  peraturan  dan
kelentuan yang beraku agar pelaksanaan tugas berjalan efektf
dan efisien,

Daokumen Laporan
Kegizlan
Pembanmman dan
Pemberdayaan
Masyarakat

a g 40 0.03

Mengevaluasi pelaksanaan bigas bawahan di lingkungan Dinas
Femberdayaan Masyarskat dengan cara  membandingkan
antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan

Daokumen Hagil
Evaluasi Kegiatan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat

kinerja di masa yang akan datang;

12 1 12 0.01

JURMLAH

1260 1.088

JUMLAH PEGAWAI

1 Orang

Daokumen Rencana Operasional Sekrelarial Dinas Pemberdayaan Masyarakal
Dakumen Jadwal dan Pembagian Tugas

Dokumen Mollensl Arahan Pelaksanaan Tugas

Daokumen Laporan Kegiatan Sakrelariat

Dokumen Laporan Kegiatan Pamerinlahan Nagari

Dokumen Laporan Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakal
Cokumen Hasil Evaluasi Kegiatan Dinas Pemberdayaan

=1 O W e L g ==

BAHAN KERJA

PENGGUNAAN DALAM TUGAS

Rencana Pembangunan Jangka PanjangMenengah Daerah

Pemyusunan Rencana Operasional Sekrelariat Dinas Pemberdayaan Masyarakal

Beban Karja Unil

Pendistibusian lugas kepada bawahan

SOTK dan Rencana Operasienal

Pembernan Pelunjuk dan Arahan

Renacana Kerja Bagian Sekretariat

Sebagal dasar wmm_mﬁ.. m|mﬁm: Sehrelarial

Rencana Ferja Bagian Pemenniahan Nagari

ahagal dess han MNagsl

Rencana Kerja Bagian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Saebagal dasar ke _m_m_.. B mm_m_._ _um_i.uﬂ.ﬁ.-.ﬁ_._ dan Pemberdaysan Masyarakat

b | S | S | [ o =

Laporan Kegiatan Bawahan

Pengevalursian Pelaksanaan Tugas

BAHAN KERJA

PENGGUNAA DRLAM TLIGAS

Rencana Siralegis

Memyusun Rencana Dperasional Sekretariat Dinas Pemberdaysan Masyarakat

SOTK (Tupoks)

Kerangka Acuan Kerja

Mendistrituesikan Tugas
Memberl Petunjuk Pelaksanaan 1ugas

Peraturan Perundang-undangan

Sebaga dasar keglatan Bag gian Sekretarial

Peraturan Pemundang-undangan

Sebagai dasar kegiatan Baglan Pemerintahan Magari

Peraluran Perundang-undangan

Sebagai dasar kegiatan BEagian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakal

ummhmh}—%

Rencana Operasional Sekretarial Cinas Pemberdayaan Masyarakat

Mengevahus Pelaksanaan Tugas

LRAAN

Ketersediaanya rencana kerja

Katersediaanya pembagian lugas

Katersediaanya pedoman operasional

Kasesuaian pelaksanaan tugas terhadap peraturan | SOF

Kesesualan pelaksanaan fugas terhadap peraburan 7 SOF

Kesesuaian pelaksanaan fugas terhadap peraturan / SOP

e =l = ol RO N R

kelenpkapan sarana dan prasarana kerja




11 WEWENANG

MO

12 KORELASI JABATAN

13 KONDIS!| LINGEUNGAN KERJA

14 RESIKO BAHAYA

URAIARN
1 [Mengembalikan bahan kerja yang fidak sesuai
2 |Menyampalkan informasi |, data sesual prosedur dan ketentuan yang berlaku
3 |Merminta sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
4 |Mengoreksilaporan bawahan,
5 |Mengoreksilaporan bawahan.
B |Mengoreksi laporan bawahan
7 |Menilai kKinerja bawahan;
MNO JABATAM UMIT KERJA! INSTANSI DALAM HAL
1 |Sekretaris Daerah Pemerinlah Kabupalen Pasaman Meminta arahan
2 |Sekretaris dan Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakal Memberi arahan
1 |Kepala Dinas Pemerintah Kabupalen Pasaman FKoordinasi
4 |Kepala Dinas W__.Hu.w_..ﬂ. mﬂﬂﬂﬁ% g Konsultesi dan koordinasi
R 1%] ASPEK FAKTOR
1 | Tempat kerja Di dalam ruangan
2 |Suhu Suhu kamar normal
3 |Udara Sirkulasl baik
4 |Keadaan Ruangan Cukup
& |Latak Dhatar
& |Panerangan Terang dengan Lampu Listrix
7 |Suara Tenang
& [Keadazn tempat Kerja Bersih
O |Getaran Tidak ada Getaran
WO FISIESMENTAL FENYEBAE
1
2
3

15 SYARAT JABATAN LAIN
Keterampian kerja
Bakat Kerja
Temperamen Kerja
Mirsat Kerja

o o o mw

Kemampuan analisls dan evaluasi data
G,V G
C, M

Pilihan melakukan kegiatan yang bersifat abstrak dan kreatil

oaya Fisik
Kondisi Fisik

—_

Eruduk berdiri,-meliat, bedikin

1 Jeniz Kelamin
2 Umur

: Laki - Lakl | Perempuan




p Fungsi Pekerjaan

PRESTASI KERJA YANG

18 BIHARAPKAN :

17 KELAS JABATAM

[=r RS R P

M_L.-

o ~ G th & & ka —

Tinggi badan -
Beral badan =
Postur badan Vo
Penampitan =

Hubungan dengan data ; D3
Hubumngan dengan orang . DB
Hubungan dengan Benda :

Terselesakannya Kegiatan, Dokumentasi Laporan Rencana Operasional Sekretarial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan prestasl kinerja yang bemilal baik
Terselesaikaniva Kegiatan, Laporan Jadwal dan Pembagian Tugas kegialan

Terselesaikanmya Keglatan, Nowwlensi Arahan Pelaksanaan Tugas Kegiatan

Terselesaikanmys Kegiatan, Dokumentas| Laporan Kegiatan Sekretanat dan prestasl kiner|a yang bemilai balk

Terselesaikannya Kegiatan, Dokumentasi Laporan Kegialan Pemerintahan Nagaridan prestasi kinerja yang bernilai baik

Tersalasalkannya Kegiatan, Dokumentasi Laparan Kegiatan Pembangunan dan Pamberdayaan Masyarakatden Prestasi Kinerja yang bemilai baik
Tersalesaikannya Kegiatan, Dokumentasi Laparan Kegiatan Pengembangan Skslem Informasi, Data dan Pengaduan dan Preslasi Kinerfa yanp bemilai baik
Terselesaikannya Kegiatan, Dokumentasi Laporan Hasil Evaluasi Kegiztan Sekrelariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan prestasi kinerja yang bemiai baik

14




-

MAMA JABATAN
KODE JABATAN
LUMIT KERJA

a
b
G
d
a

JPT Madya
JFT Fralama
Admnistrator
Pangawas
Jabatan

IKTISAR JABATAN
SYARAT JABATAN

a

Pandidikan Formal

b Pendidikan & Felatinan

|+

Pengelaman Kerja

TUGAS POKOK

INFORMAS] JABATAN

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda

Kepala Dinas Pambardayaan Masyarakal

Jabatan Fungsional Tertentu

Melakukan kegiatan unluk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Instilusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebuluhan
pemilihan penyedia sampai diselesaikannya seluruh kegialan untuk memperoleh Barang/Jasa

berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D.IV sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala LKFP

Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Minimal 2 tahun bekera i bidang pengadaan barang/jasa

JUMLAH WAKTU WAKTU KEBUTLHAN
NO URALAN TUGAS HASIL KERJA |BEBAN KERJA|PENYELESAIAN,  EFEKTIF PEGAWA
1 TAHUMN (JAM) PENYELESALAN 1250

meangkali ulang pakel-paket unluk dokumen pemilihan penyedia barangfjasa untuk
tingkat |anjut

Laparan hasil

Bardasarkan PERMEN-PANRE NOMOR 77 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGELCLA PENGADAAN
BARANGIJASA DAN ANGKA KREDITMNYA JUMLAH FORMASI
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Seliap

2 |memeriksa spesifikas: barang yang akan diadakan untuk tingkat |anjut Laparan hasil
3 ﬁ”_ﬂ.m:xmm spesifikasi pekerjaan konstruksi yang akan diadakan untuk lingkal Laparan hasil
4 |memeriksa spesifikasi jasa lainnya yang akan digdakan uniuk tingkat lanjut Laporan hasil
5 |memeriksa spesifikasi jasa konsullansi yang akan diadakan untuk lingkal lanjul Laparan hasil
G Emﬁxzwmi identifikasi tahapan kagiatan pemilihan penyadia barangijasa untuk Laporan hasil
tingkal lanjut
7 |menyusun jadwal pemilihan pemyedia barangjasa untuk lingkal lanjut Laporan hasil
3 |menyusun persyaratan kualifikasi pemyadia barang/fasa untuk tingkat lanjut Laporan hasil
g melakukan uma___s_“! dan penetapan melode penilaian kualifikasi penyedia Laporan hasil
baranoyjasa unluk tingkal (an]ul
10 |menyusun dokuman penilaian kualilkas! penyedia barangfasa unluk tingkat lanjut| Laporan hasil
11 |melakukan persiapan pembukaan dokumen kualifikasi untuk lingkat lanjut Laporan hasil
12 |melakukan pembukaan dokumen kualifikasi untuk tingkat lanjul Laporan hasil
13 M”__Hw_.um_...xmz pemyusunan dokumen pemilinan penyedia barangjasa untuk tingkat Laporan hasil
14 |melakukan evaluasi dokumen kualifikasi uniuk tingkat lanjut Laporan hasil
15 |mengumumkan daftar pendek calon penyedia barangfjasa unluk lingkal lanjut Laporan hasil
16 |mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/asa unluk tingkal |anjul Lapaoran hasil
melakukan persiapan penjelasan dokumen pemilinan panyedia barang/jasa il
17 1 r— Laparan hasil
18 |memberikan penjelasan  pemilihan penyadia barangffasa untuk tingkat lanjut Laporan hasil
19 |menyusun adendum dakumen pemilihan penysdia baranafjasa untuk tingkat lanjul]  Laporan hasil

FENGADAAN BARANGAASA Ahli Pertama dan 1 orang

PENGELOLA PENGADAAN BARANG/AIASA Ahli Muda)




7 HASIL KER.JA

melakukan persiapan pembukaan dokumen penawaran dengan melode satu

20 ]
sampul untuk tingkat lanjut Laporan hasi
melakukan pembukaan dokumen penawaran dengan metode satu sampul untuk :

2

! tingkat lanjut Laporan hasil
melakukan persiapan pembuksan dokumen penawaran dengan metode dua :

22
sampul untuk lingkat lanjut Laporan hasil

57 |Melakukan pembukaan dokumen penawaran dengsn melode dua sampul untuk ;
tingkat lanfut Lapaoran hasil

24 |menyiapkan dokumen administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi yang akan i =
dievaluasi dangan metode satu sampul untuk tingkat lanjut sa otk

25 melakukan evaluasi dokumen penawaran administrasi, teknis, harga, dan L hasil
kualifikasi dengan metode salu sampul untuk fingkat lanjut ARGEN Nas
menyiapkan dokumen administrasi dan teknis dengan metode dua sampul unluk

il lingkat fanjut Lapaoran hasil

o7 |Melakukan evaluasi dokumen penawaran administrasi dan leknis dengan melode i L
dua sampul untuk tingkat lanjut aporan hasi
meneslapkan dan ka i P

23 P mengumumkan pemenang pemilihan penyedia barang/|asa Laporar: hasi

dengan melode satu sampul unluk tingkat lanjut

menelapkan dan mengumumkan peringkal teknis penyadia barangjasa dengan

melode dua sampul untuk tingkat lanjut

Laporan hasil

JUMLAH

1.00

JUMLAH PEGAWAI

1 Orang

o=l ==t = S R L

% T P Aaus S G S T T M S
— @O~ O MWk =0

b g
o

Dokumen laporan hasil
Cokumen lagoran hasil
Dokurnan laporan hasil
Dokumean laporan hasil
Dokumen lagoran hasil
Dokumen laporan hasll
Dekumen laporan hasil
Dakumen laporan hasil
Dokumen laporan hasi|
Dakumen laporan hasil
Dakumen |aparan hasil
Daokumen |aparan hasil
[Dakumen laparan hasil
Dakumen laparan hasil
Dokumen laporan hasil
Dakumen laparan hasil
Dokumen laporan hasil
Dokumean laparan hasil
Dokumen laporan hasil
Dokumsn laporan hasil
Cokumen laporan hasil
Cokumen laporan hasil

ki by ba
o0 e

Dokumen-laporan-hasil
Cokumen lagoran hasil
Dokuman laporan hasil
Dokuman laporan hasil
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27 Dokumen laporan hasil
26 Dokumen laporan hasil
20 Dokumen laporan hasil

| ND EAHAN KERJA PEMGGUNAAN DALAM TUGAS
EF Dala Pelaksanaan pengelolaan barang/asa
2 3 Dala Pelaksanaan pengalolaan barang/jasa
3 Dala Pelaksanaan pengelolaan barang/|asa
4 Dala Pelaksanaan pengelolaan barang/asa
5 m.__am_m Pelaksanaan pengelolaan barang/asa
g Dala Pelaksanaan pengeloiaan barangfjasa
7 Data Felaksanaan pengelalaan barangfjasa
a Data Pelaksanaan pengelolaan barangijasa
g Data Felaksanaan pengelolaan barangijasa
10 Data Pelaksanaan pengelolaan barang/jasa
11 " Data Felaksanaan pengelolaar barang/jasa
12 Data Pelzksanaan pengelolaar barang/jasa
13 m......m_m Pelaksanaan pengelolaan barangfjasa
14 __Data Pelaksanaan pengelolaan barang/jasa
15 Data Pelzksanaan penpgelolaan barang/jasa
16 Data Peleksangan pangelolaan barangjasa
17 Data Pelaksanaan pangelolaan barangjasa
18 Data Pelaksanaan pengelolaan barangfjasa
19 Data Pealaksanaan pangelolaan barangfjasa
20 Data Pelaksanaan pengelolaan barangfjasa
21 Data Pealaksanaan pangeiolaan barang/jasa
22 WWE Pelaksanaan pangalolaan barang/|asa
23 Data Palaksanaan pengealolaan barang/|asa
24 _ Data Pealaksanaan pengelolaan barang/|asa
25 _ Data Pelaksanaan pengelolaan barang/jasa
28 _Data Pelaksanaan pengalolaan barangfasa
27 Dala Pelaksanaan pengelolaan barang/jasa
2B Dala Pelaksanaan pendelolaan barang/jasa
28 Dala Pelaksanaan pengeloiaan barang/jasa

9 PERANGKAT KERJA )

=1 ___ BAHAN KERJA PENGGUNAA DALAM TUGAS
1 [Peraluran Perundang-undengan, SOP, Komputer, ATK Sebagal padoman pelaksanaan tugas
2 |Peraluran Perundang-undangan, SOP, Komputer, ATK Sebagal pedoman pelaksanaan lugas
3 |Peraluran Perundang-undangan, . Komputar, ATH Sebagal psdoman pelaksanaan lugas
4 |Peraluran Perundang-undangan, SCF, Kompular, ATH Sebagai pedoman pelaksanaan lugas
5 |Peraluran Perundang-undangan, SOP, Kompuler, ATK Sehagai pedoman pelaksanasn lugas
& |Peraturan Perundang-undangan, , Kompuler, |Sebagal pedoman pelaksandain logas
7 [Peraturan Perundang-undangan, SCF, Kompuler, ATK Sebapai pedoman pelaksanaan lugas
8 [Peraturan Perundang-undangan, SOF, Kompuler, A Sebagal pedoman pelaksanaan lugas
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Peraturan Perundang-undangan, SOP, Kompuler, ATK

Saebagal pedoman pelaksanaan tugas

Peraturan Perundang-undangan, SOP, Kompuler, ATK

Sebagal pedoman pelaksanaan tugas

Peraturan Parundang-undangan, SOF, Komputer, ATK,

Sebagal pedoman pelaksanaan tugas

Peraluran Perundang-undangan, SOP, Komputer, ATK,

Sebagal pedoman pelaksanaan tugas

13 |Peraluran Perundang-undangan, SOP, Komputer, ATH Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
14 |Peraluran Perundang-undanpan, , Komputer, Sebagal pedoman pelaksanaan tugas
16 [Paraturan Perundang-undangan, . Komputer, ATE Sebagai padoman pelaksanaan lugas
16 [Peraturan Perun ang-undangan, SOF, Kampuler, A Sebagai pedoman pelaksanaan lugas
17 |Peraturan Perundang-undangan, SOF, Kampuler, ATK Sebagail padoman pelaksanaan lugas
18 |Feraturan Perundang-undangan, , Kompuler, ATK Sebagai pedoman pelaksanaan lugas
19 |Peraturan Perundang-undangan, SOF, Kompuler, ATK Sebagai pedoman pelaksanaan {ugas
20 |Peraturan Perundang-undangan, SOP, Kompuler, Sebagei pedoman pelaksanaan tugas
21 [Peraturan Perundang-undangan, S0P, Komputar, TH Sabagai pedoman pelaksanaan tugas
22 [Peraluran Parundang-undangan, SOF, Komputer, ATK, Sabagai pedoman pelaksanaan tugas
23 |Peraturan Perundang-undangan, mcm. omputar, ATK Sebagai pedoman pelaksanaan fugas
24 |Peraluran Perundang-undangan, SOP, Komputer, ATK Sebagai pedoman pelaksanaan lugas
25 |Peraluran Perundang-undangan, SOP, Komputer, ATH. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
26 Paraluran Perundang-undangan, . Komputer, A ___[Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
27 |Paraturen Perundang-undangan, SOP, Komputer, Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
28 |Peraturan Perundang-undangan, SOP, Komputer, ATk Sebagal pedoman pelaksanaan tugas
29 |Feraturan Ferundang-undangan, , Kampufer, ATK Sebagai pedoman pelsksanaan lugas

A HKesesugian pelaksanaan tugas terhadap peraturan / SOP agar tercapal sasaran yang diharapkan

B Kesesuaian pelaksanaan tugas terhadap peraturan / SOE agar tercapal sasaran yang diharapkan

€ Kesesugian pelaksanaan tugas terhadap peraturan / SOP agar tercapal sasaran yang diharapkan

D Kesesuaian pelaksanaan lugas terhadap peraluran / SOP agar tercapai sasaran yang diharapkan

E  Kesesuaian pelaksanaan lugas terhadap peraluran / SOP agar tercapai sasaran yang diharapkan

F Kaesesuaian pelaksangzan lugas lerhadap peraluran / SOF agar lercapal sasaran yang diharapkan

G Kesesualan pelaksanaan tugas lerhadap peraturan / SOF agar lercapai sasaran yang diharapkan

H Kesesualan pelaksanaan fugas lerhadap peraturan / SOF agar lercapai sasaran yang diharapkan

| Kesesuaian pelaksanaan tugas terhadap peraturan / SOP agar lercapai sasaran yang diharapkan

I Kesesuaian pelaksanaan tugas terhadap peraturan / SOP agar tercapai sasaran yang diharapkan

Kk Kesesuasian pelaksanaan tugas terhadap peraturan / SOP agar tercapai sasaran yang dinarapkan

L Kesesuaian pelaksanaan tugas terhadap peraturan ! SOP agar tercapai sasaran yang diharapkan

M Kesesualan pelaksanaan tugas terhadap peraturan / SOP agar tercapal sasaran yang diharapkan

M HKesesualan pelaksanaan tugas terhadap peraturan / SOP agar tercapal sasaran yang diharapkan

O Kaesesualan pelaksanaan lugas terhadap peraluran / SOP agar tercapal sasaran yang diharepkan

P Kasasuaian pelaksanaan lugas terhadap peraluran / SOP agar tercapai sasaran yang diharapkan

0 Kesesuaian pelaksansan lugas lethadap paraluran / SOF agar tercapal sasaran yang diharapkan

R Kesssuaian pelaksanaan fugas lerhadap peraluran / SOF agar tercapal sasaran yang diharapkan

= Resasualan pelaksanaan tupas lerhadap paraturan f S0P apar _mamumu_mmmma: yang diharapkan

T Kesesuaian pelaksanaan tugas lethadap peraturan / SOP agar lercapal sasaran yang diharapkan

U Kesesusian pelaksanaan ugas terhadap peraturan | SOP agar tarcapai sasaran yang diharagkan
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Kesssualan pelaksanaan tugas terhadap peraluran [ SOP agar lerzapal sasaran yang diharapkan
Kesesuaian pelaksanaan tugas terhadap peraluran / SOP agar lercapai sasaran yang diharapkan
Kesesuaian pelaksanaan tugas terhadap peraluran / SOP agar lercapal sasaran yang diharapkan
Kesesuaian pelaksanaan tugas terhadap peraluran / SOP agar tercapai sasaran yang diharapkan
Kesesuaian palaksanaan tugas terhadap peraturan { SOP agar tercapai sasaran yang diharapkan
Kesesusian pelaksanaan lugas terhadap peraturan / SOP agar tercapai sasaran yang diharapkan
Kesesusian pelaksanaan lugas terhadap peraturan / SOP agar tercapal sasaran yang diharapkan
Hesesualan pelaksanaan fugas lerhadap peraturan / SOP agar tercapal sasaran yang dikarapkan

Mengalah bahan kerja agar sesuai dengan rencana karja
Mengolah bahan kerja agar sesuai dengan rencana karja
Mengolah bahan kerla agar sesuai dengan rencana kerja
Mengolah bahan kerja agar sesusi dengan rencana kerja
Mengolah bahan kerja agar sesuai dengan rencana kerja
Mengolah bahan kerja agar sesuai dengan rencana kerja
Mengolah bahan kera agar sesuai dengan rencana kerja
Mengolah bahan kerja agar sesuai dengan rencana kerja
Mengelah bahan kerja agar sesuai dengan rencana kerja
Mengelah bahan kerja ager sesuai dengan rencana kerja
Mengalah bahan kerja agar sesuai dengan rencana kerja
Mengalah bahan kerja agar sesuai dengan rencana kerja
Mengolah bahan kerja agar sesuai dengan reancana kerja
Mengolah bahan Kerja agar sesuai dengan rencana kerja
Mengoelah bahan kena agar sesual dengan rencana kerja
Mengolah bahan kerja agar sesual dengan rencana kerja
Mengolah bahan kerja agar sesuai dengan rencana kerja
Menpgolah bahan kerja agar sesuai dengan rencana kerja
Mengolah bahan kerja agar sesuai dengan rencana kerja
Mengolah bahan kerja agar sesuai dengan rencana kerja
Mengolah bahan kera agar sesuaj dengan rencana kerja
Mengolah bahan kera agar sesuai dengan rencana kerja
Mengolah bahan kera agar sesuai dengan rencana kerja
Mengelah bahan kerja agar sesuaj dengan rencana kerja
Mengelah bahan kerja agar sesual dengan rencana kerja
Mengaolah bahan kerja agar sesuai dengan rencana kerja
Mengalah bahan kerja agar sesuai dengan rencana kerja
Mengalah bahan keria agar sesuai dangan rencana karja

IDI5| LINGEUMGAN KERJA
|

BIKO BAHAYA

WRAT JABATAM LAIN
Keterampilan kerja
Bakat Kerja
Temperamen Kerja
Minat Kera

Lpaya Fisik
Kondisi Fisik

Fungsi Pekerjaan

ESTASI KERJA YANG
AARAPKAN

LAS JABATAN

[ 9] ASPEK a FAKTOR
a |Tempal kera m__._ dalam ruanagan _
b |Suhu :FwwEm.EEEm:
dara Sirkulasi baik
[
d w_mmnlmmpmﬁﬁg Cukup
lak Dalar
.w _..Mmmﬁﬁuﬁg Terang dengan Lampu Lighrik
q |Suara Tenand
h_|Keadaan tempat kera Bearsih
|_|Getaran Tidak ada Getaran
NO FISTIMENT AL FENYEBAB
a8
b
C

: Mengoperasikan kampuler
GNP

M PR

-1.8, 2.b, dan 4.b

- Duduk, berdiri, barjalan

a. Janis Kalamin
b, Umur

¢. Tinggi badan
d. Beral badan
e. Poslur cadan
I. Fenampilan

r. Hubungan dengan data
b.Hubungan dengan arang
¢. Hubungan dengan Benda

: Laki - Laki / Perempuan

: Tidak Ada Syarat Khusus
: Tidak Ada Syarat Khusus
: Tidak Ada Syarat Khusus
: Tidak Ada Syarat Khusus

: Rapi

D4

1 06

: Terseleszikannya proses pengadaan barangfjasa dan laporan yang diperukan dengan baik

BUPATI PASAMAN

«mwcﬂ LUBIS

T2 KORECASTHIADATAN

AC  Mengolah bahan kerja agar sesuai dangan rencana kerja

ND JABATAN | UNIT KERJA/ INSTANSI DALAM HAL
a |Kepala Dinas Pemberdaysan Masyarakat Dinas Pembardayaan Masyarakat [Meminta arahan o
b [Rekanan Swasta Froses Pengadaan Barang /Jasa




